WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang :

Mengingat

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

a.

WALIKOTA LANGSA,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Qanun Kota Langsa
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa
Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran
2023, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun
Anggaran 2023;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa
Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4110);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentanh Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

6. Undang ...




10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

17. Peraturan ...




Menetapkan :

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Kota Langsa Tahun 2022 Nomor 4);

25.Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun
2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor
1025);

26. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor
7);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN
ANGGARAN 2023.
Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 166.292.893.509,09
b. Pendapatan Transfer Rp. 704.229.121.819,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 0.00
Jumlah Pendapatan Rp. 870.522.015.328,09
2. Belanja
a. Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai Rp. 317.152.767.479,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 311.617.295.129,00
3) Belanja Subsidi Rp. 895.330.000,00

4) Belanja Hibah ...




4) Belanja Hibah Rp. 43.012.248.393,00

5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 40.834.419.738,00
Total Belanja Operasi Rp. 713.512.060.739,00
b. Belanja Modal
1) Belanja Modal Tanah Rp. 307.467.469,00
2) Belanja Modal Peralatan
Mesin Rp. 25.259.371.200,00
3) Belanja Modal Gedung dan
Bangunan Rp. 2.228.961.823,00
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan Rp. 30.902.463.133,00
Total Belanja Modal Rp. 61.698.263.625,00
c. Belanja Tak Terduga
1) Belanja Tak Terduga Rp. 407.976.000,00
Total Belanja Tak Terduga Rp. 407.976.000,00
d. Belanja Transfer
1) Belanja Bagi Hasil Rp. 2.609.818.732,00
2) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 102.299.190.931,00
Total Belanja Transfer Rp. 104.909.009.663,00
Surplus/Defisit Rp. 10.005.294.698,91

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penggunaan Sisa Lebih Rp. 38.667.614.261,27
Perhitungan Anggaran (SILPA)
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penyertaan Modal (Investasi) Rp. 475.000.000,00
Pemerintah Daerah.
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 38.192.614.261,27

Sisa  lebih  pembiayaan anggaran tahun  berkenaan
Rp.38.192.614.261,27.

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Walikota
ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota
ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

-

Pasal 6 ...




Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 30 Agustus 2024 M
25 Shafar 1446 H

.\ ﬁj WALIKOTA LANG,

SYARIDIN

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 30 Agustus 2024 M
25 Shafar 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2024 NOMOR 1096




